KEADAAN UMUI\/IB?(%!I!A PEKALONGAN
A. Letak Geografis Kota Pekalongan

Menurut cerita rakyat yang sampai saat ini masih ada, Kota Pekalongan
muncul dari ketaatan Bupati Pekalongan yang juga merupakan salah seorang
panglima kerajaan Mataram ketika mendapat perintah dari Sultan Agung untuk
menyerang Batavia tahun 1628. Mendapat perintah semacam itu maka Baurekso
demikian nama bupati dan panglima itu mempersiapkan diri baik mental maupun
fisik. Kemudian mulailah ia bertapa seperti kalong atau kelelawar yang disebut
tapa ngalong di hutan Gambiran (sekarang kampung Gambaran). Pada saat
bertapa Ki Baurekso digoda dan diganggu prajurit siluman utusan Dewi Lanjar
yang dianggap sebagai penguasa laut Pantai Utara. Namun utusan Dewi Lanjar
itu tidak mampu menggagalkan tekad Ki Baurekso, bahkan Dewi Lanjar
akhirnya dapat dipersunting oleh Ki Baurekso dan dijadikan istrinya.

Keberhasilan Ki Baurekso dalam bertapa ngalong inilah maka tempat itu kemudian
dinamakan Pekalongan. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa sebutan
Pekalongan berasal dari kata apek dan along (dalam bahasa Jawa, apek berati mencari
dan along berarti banyak). Istilah itu apabila dikaitkan dengan posisi geografis
Pekalongan yang merupakan kota pantai maka dapat dikatakan

35
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bahwa lautnya kaya akan hasil ikan. Pekalongan merupakan salah satu
penghasil ikan terbesar di daerah Pantura (Pantai Utara Jawa).

Karesidenan Pekalongan terdiri dari Kabupaten Pekalongan, dengan Kota
Pekalongan sebagai ibukotanya, menyusur ke barat dengan kabupaten-kabupaten
Pemalang, Tegal, dan Brebes. Pekalongan? telah tercatat sebagai salah satu kota
industri batik di Indonesia. Terletak di daerah rendah Pantai Utara Pulau Jawa
dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut. Tepatnya berada
di sebelah barat Ibukota Propinsi Jawa Tengah (Semarang) dengan jarak sekitar
100 km. Luas wilayah Kota Pekalongan ada 45, 25 km? yang secara administratif
terdiri dari 4 kecamatan atau 46 kelurahan®, masing-masing yaitu:

1. Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas daerah 10,05 km?, terdiri dari 13
kelurahan, yang meliputi: Bumirejo, Tegalrejo, Pringlangu, Medono,
Kebulen, Sapuro, Podosugih, Kergon, Bendan, Tirto, Pasirsari, Kramatsari,
dan Kraton Kidul.

2. Kecamatan Pekalongan Timur, dengan luas daerah 9, 52 km?, terdiri dari 13
kelurahan, yang meliputi: Landungsari, Sukorejo, Baros, Karangmalang,
Noyontaan, Keputren, Kauman, Sampangan, Sugih Waras, Poncol, Klego,

Dekoro, dan Gamer.

! Nurdiyanto, dkk, Kerusuhan di Pekalongan Jawa tengah tahun 1995-1999.
Semarang: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004, him. 9.

? peta Kota Pekalongan lihat lampiran 16 dan 17, him. 164-165.

% Ibid., him. 11.
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3. Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan luas daerah 10, 08 km?, terdiri dari
11 kelurahan, yang meliputi: Banyurip Ageng, Banyurip Alit, Buaran,
Kradenan, Jenggot, Kertoharjo, Kuripan Kidul, Soko, Duwet, Yosorejo,
Kuripan Lor.

4. Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas daerah 14, 88 km?, terdiri dari 9
kelurahan, yang meliputi: Pabean, Kraton Lor, Dukuh, Bandengan, Kandang
Panjang, Panjang Wetan, Krapyak Kidul, Krapyak Lor, dan Degayu.*

Di Wilayah Pekalongan terdapat beberapa etnis antara lain yaitu etnis

Jawa, Cina, Arab, dan yang paling dominan dalam menguasai perdagangan

adalah etnis Cina dan etnis Arab. Bila dilihat dari pemukimannya, tempat tinggal

kedua etnis ini mengelompok dan berdampingan. Tempat tinggal etnis Cina biasa
disebut Pecinan® berada di sekitar Jalan Haji, sedangkan kompleks etnis Arab
biasa disebut Kampung Arab® meliputi kompleks Sorogenen, Jalan Patiunus,

Jalan Kenangan, Jalan Surabaya, Jalan Jlamprang, dan Bandengan.

Bila dilihat dari tata ruangnya, Pekalongan dikategorikan sebagai kota
kuno. Hal ini terlihat dari bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial dengan
ciri khas arsitekturnya yang masih bisa ditemukan antara lain yaitu gedung

residen, kantor pos, gedung societet, pasar, masjid, penjara, stasiun kereta api,

* Exky Ria Vivitasari, Perkembangan Batik Pekalongan (1960-2006).

Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006, him. 33.

173.

> Foto Kampung Pecinan lihat lampiran 22, Gambar 11, him. 173.

® Foto Kampung Arab di Jalan Surabaya, lihat lampiran 22, Gambar 12, him.
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dan sebagainya.” Semua ini bisa menunjukkan ciri-ciri kota kuno masa kolonial
atau zaman Belanda.

Kota Pekalongan sejak lama memiliki fasilitas angkutan jalan raya dan
jalan kereta api yang baik. Jalan raya ini dibangun dengan kerja rodi yang
dilakukan pada abad ke-19 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal
Daendels. Sedangkan rel kereta api sudah dibuka sejak akhir abad itu. Lalu lintas
fisik yang cukup lancar ini menjadikan penduduk Pekalongan lebih terbuka dan
terbiasa bersentuhan dengan masyarakat dan kebudayaan asing yang
berdatangan, baik dari berbagai suku-suku bangsa, seperti Cina, Arab, dan India.
Bahasa orang pesisir lebih lugas dan lebih praktis, bahkan mungkin dirasa lebih
kasar. Namun lebih terus terang dan jujur karena tidak banyak dibungkus dengan
basa-basi.?

B. Keadaan Kota Pekalongan pada Zaman Pendudukan Jepang
1. Kondisi Sosial Ekonomi
Sejak Jepang menguasai Indonesia, barisan propaganda Jepang
(Sendhenbu) tidak henti-hentinya melancarkan aksinya. Bahkan menurut
Hoegeng Iman Santoso, sebelum Jepang memerintah di Indonesia, sudah ada
orang-orang Jepang yang menyebarkan propaganda dengan menyamar

menjadi pedagang. Salah satu pedagang kelontong Jepang yang menyamar

’ Foto dari Bangunan-Bangunan tersebut dapat di lihat pada lampiran 23, him.
174-176.

® Abrar Yusra dan Ramadhan KH, Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan
(Sebuah Autobiografi). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, him. 24.
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di Pekalongan bernama Kagiyama yang ternyata ketika militer Jepang
menduduki Indonesia, Kagiyama adalah perwira Jepang berpangkat mayor
(Kaigun) Angkatan Laut. Hoegeng sempat membeli biola di toko itu.
Menurut Hoegeng, Kagiyama adalah pedagang yang baik karena Kagiyama
selalu menyapa dengan cara yang istimewa untuk menghormati calon
pembelinya.’

Dalam propaganda tersebut, Sendhenbu mengatakan bahwa Jepang
datang di Indonesia sebagai penyelamat. Mereka sangat mengagung-
agungkan kehebatan Jepang terutama dalam kemenangannya terhadap
Sekutu.® Dengan perkataan yang memikat itu, maka hampir seluruh
masyarakat Indonesia percaya kepada Jepang. Perkataan manis itu juga
dibuktikan dengan sikap bala tentara Jepang yang memperbolehkan
pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.'*
Namun, hal seperti itu tidak berjalan lama, kurang lebih hanya berlangsung

satu bulan.

° Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, dkk., Ensiklopedi Kapolri Jenderal Polisi
Drs. Hoegeng Iman Santosa Kapolri ke-V Periode Tahun 1968-1971. Jakarta: Panitia
Penulisan Ensiklopedi Kapolri, 2007, him. 112.

19 sabda Tenno Heika tentang Pernyataan Perang Terhadap Inggris dan
Amerika, dapat di lihat pada lampiran 4, him. 146.

' Sudiyo, Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan
Kemerdekaan. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, him. 90.
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Pada tanggal 17 Maret 1942, penguasa Jepang tiba di Karesidenan
Pekalongan.’? Pada mulanya kedatangan tentara Jepang di Pekalongan,
disambut baik oleh masyarakat, karena dianggap sebagai pembebas yang
menyebut dirinya saudara tua Indonesia. Tetapi kemudian mereka
melakukan tindakan-tindakan kejam terhadap rakyat. Penjajahan dan
pemerasan yang dilakukan membuat bangsa Indonesia akhirnya membenci
tentara Jepang. Masyarakat mulai memasuki organisasi-organisasi sosial dan
politik bentukan Jepang dan ada pula yang bergerak di bawah tanah untuk
meneruskan perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan.

Pemerintah Jepang kemudian mulai memberlakukan berbagai sistem
pengaturan ekonomi. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan
perang. Maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah
digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang Jepang. Jepang
menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting.
Sebagian perkebunan itu diganti dengan tanaman penghasil bahan makanan
dan jarak untuk pelumas yang berguna bagi usaha perang. Penanaman pohon
jarak di Karesidenan Pekalongan diawasi oleh seorang mantri jarak di setiap

kecamatan yang ditunjuk oleh pangreh praja setempat.*® Kondisi tersebut

12 Anton E. Lucas, “One Soul One Struggle”, a.b. Anton E. Lucas. Peristiwa
Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, him.
37.

3 Ipid., him. 52.
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menyebabkan produksi pangan menurun, terjadi kelaparan serta kemiskinan
meningkat drastis.**

Pandangan yang semula baik terhadap Jepang, dengan segera
berubah menjadi guncangan batin dan rasa muak setelah berkenalan dengan
cara-cara Jepang yang kasar dalam memerintah. Tidak ada kelompok
masyarakat di Pekalongan, bahkan pangreh praja pun tak tahan atas
penghinaan dan tindak kekerasan Jepang. Masyarakat Pekalongan,
khususnya pejabat, merasa sakit hati bila dipanggil kowe (kamu dalam
bahasa Jawa ngoko) atau bakero (tolol dalam bahasa Jepang). Mereka juga
sering kena tempeleng gara-gara tidak menundukkan kepala lebih rendah
sewaktu melewati depan pos jaga tentara Jepang.™

Pada masa pemerintahan Jenderal Harada (pengganti Imamura)
melakukan kebijakan Autarki.'® Setiap karesidenan (Syu) di Jawa harus
diadakan penyimpanan perbekalan dan perlengkapan perang, seperti

dibuatnya terowongan-terowongan besar yang digali oleh kaum buruh

“ Hendri F. Isnaeni dan Apid, Romusa: Sejarah yang Terlupakan (1942-
1945). Yogyakarta: Ombak, 2008, him. 37.

> Anton E. Lucas, op.cit., him. 41.

1 Autarki merupakan cara mencukupi kebutuhan negara dengan tidak
bergantung pada bantuan luar negeri, kedaulatan mutlak, baik dalam pemerintahan
maupun ekonomi, dengan menetapkan kebijakan nasional yang menghindarkan
ketergantungan kepada negara lain. Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.
Surabaya: Mitra Pelajar, 2005, him. 67.
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pribumi.’’” Jepang melaksanakan kebijaksanaan politik ekonomi mencukupi
kebutuhan sendiri (genchi jikatsu). Politik ekonomi menggariskan
desentralisasi.

Daerah wilayah Karesidenan Pekalongan adalah kawasan daerah
pertanian yang subur. Daerah ini dikenal sebagai bagian dari kawasan
pertanian Pantura Jawa yang diandalkan untuk pertanian pangan, terutama
padi sejak dari dulu. Topografisnya merupakan daerah pesisir, yang
umumnya terdiri dari dataran rendah. Mata pencaharian penduduk sebelum
kemerdekaan salah satunya adalah pertanian.*®

Pada bulan Agustus 1942, Gunseikanbu mulai mengambil langkah
pertama melaksanakan pungutan bahan pangan secara sistematis dengan
mendirikan sebuah badan pengelola pangan yang dinamakan Shokuryo

Kanri zZimusyo (SKZ, Kantor Pengelolaan Pangan).’® Pungutan padi dari

L. De Jong, “Het Koniknkrijk der Nederlanden de Tweede Wereldoorlog
1939-1945”, a.b. Arifin Bey. Pendudukan Jepang di Indonesia: Suatu Ungkapan
Berdasarkan Dokumentasi Pemerintahan Belanda. Jakarta: Kesaint Blanc Indah
Corp, 1987, him. 40.

18 Abrar Yusra dan Ramadhan KH, op.cit., him. 23.

19 Badan ini bertanggung jawab menentukan harga resmi padi, selanjutnya
badan ini membuat rencana terinci mengenai penyaluran padi untuk penduduk
perkotaan. Untuk mengkoordinasikan penggilingan-penggilingan ini, di setiap shu
(karesidenan) didirikan Perserikatan Koperasi Penggilingan Padi (Seimaigyo Kumiai
atau Beisho Kumiai). Lihat: Kurasawa, Aiko dan Shiraishi, “Pendudukan Jepang dan
Perubahan Sosial: Penyerahan Padi secara Paksa dan Pemberontakan Petani di
Indramayu”, Dalam Akira Nagazumi (Ed), Pemberontakan Indonesia pada Masa
Pendudukan Jepang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, him. 88.
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petani dilakukan oleh badan-badan pemerintah atau semi pemerintah,
sehingga tidak melalui mekanisme tradisional melalui tengkulak.

Bagi orang Jawa, beras merupakan makanan pokok, dan mereka
sering mengatakan “Kalau belum makan nasi, berarti belum makan.” Mereka
lebih menyukai beras daripada padi-padian jenis lainnya. Selama mereka
masih mampu membeli beras, mereka lebih suka mengisi perutnya dengan
nasi saja.’® Dalam keadaan yang sudah parah ini, datanglah tekanan yang
lebih parah lagi dari pemerintah setempat pada musim panen tahun 1944,
Sesudah menyerahkan kuota tetap per hektar, semua sisa padi, kecuali untuk
konsumsi pangan dan persiapan bibit, harus diserahkan pada pemerintah.
Namun, itu juga tergantung pada kebijaksanaan pribadi para pejabat yang
bertugas melakukan pungutan.

Di Kota Pekalongan, Jepang membagi setiap kelurahan menjadi
beberapa kampung. Kepala kampung bertugas menyelenggarakan
pembagian beras dan barang-barang lainnya. Mereka juga memutuskan siapa
yang berhak menerima jatah beras.”* Kondisi di desa-desa di Pekalongan
selama masa pendudukan semakin memburuk, sehingga rakyat berpaling

kepada pengganti beras yaitu singkong yang dijadikan bubur. Selain itu

20 \Wawancara dengan Ibu Sutirah dilakukan pada tanggal 4 Januari 2013 di
Rumah beliau di Jalan Tentara Pelajar No.51 Pekalongan.

2L Anton E. Lucas, op.cit., him. 49.
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banyak orang yang terpaksa memakan umbi-umbian, dan bonggol pisang
juga banyak dimasak untuk dijadikan makanan.

Luasnya daerah pendudukan Jepang, menyebabkan Jepang
memerlukan tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya untuk membangun
sarana pertahanan berupa kubu-kubu pertahanan, lapangan udara darurat,
gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Hal ini telah menjadikan
Karesidenan Pekalongan sebagai proyek kerja paksa. Tenaga untuk
mengerjakan itu, diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya
melalui suatu sistem kerja paksa yang dikenal denga Romusha.??

Kromo Lawi merupakan salah satu tokoh pergerakan, pengikut
Soekarno dari Pekalongan. la merupakan ketua Putera (Pusat Tenaga
Rakyat). Keterlibatannya dalam urusan pengiriman romusha ke luar wilayah
karesidenan menjadikannya selalu mengunjungi romusha dari Pekalongan di
tambang batu bara Bayah untuk memastikan bahwa para romushanya
memperoleh perlakuan layak, dan memperoleh gilliran penggantian setiap
dua minggu.”® Namun tetap saja kesejahteraan mereka sangatlah kurang.
Banyak juga terdapat romusha yang meninggal karena penyakit dan kurang

gizi.

?Z Djawa Baroe, Nasihat Gunseikan pada Sidang Chuo Sangi-In yang Ke-4
Mengenai Penyerahan Tenaga Kerja dan Usaha untuk Melipatgandakan Hasil Bumi
untuk Kebutuhan Pemerintahan Jepang, Edisi 17. 2604. Him. 3.

23 Anton E. Lucas, op.cit., him. 59.
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Selain sulitnya akan kebutuhan pangan, masalah sandang kondisinya
juga sangat memprihatinkan. Pakaian rakyat compang-camping, ada yang
terbuat dari karung goni yang berdampak penyakit gatal-gatal akibat kutu
dari karung tersebut. Ada pula yang hanya menggunakan lembaran karet
sebagai penutup badan.** Untuk mengatasi masalah sandang ini diusahakan
percobaan penanaman kapas. Di Pekalongan penjatahan bahan sandang
disesuaikan dengan setoran beras. Namun, bila camat yang baik, ia
menunjuk panitia yang bertanggung jawab terhadap distribusi bahan sandang
pemberian kumiai. Ada pula camat yang mengharuskan bahan sandang dari
kumiai dibuat jadi pasangan kemeja dan sarung, lalu didistribusikan kepada
mereka yang sama sekali tidak menerima bahan sandang apapun karena
mereka sama sekali tidak mempunyai padi untuk disetorkan.?

Pekalongan yang terkenal sebagai penghasil batik pun mengalami
kesulitan memperoleh bahan baku pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan
pemerintah berakibat pada ketersediaan mori dan obat pewarna batik
menipis. Kalaupun ada harganya sudah sangat mahal. Banyak perusahaan
batik yang bangkrut.?® Untuk menarik simpati rakyat, Jepang kemudian

membentuk Jawa Hokokai. Masyarakat Pekalongan memanfaatkan

24 Hendri F. Isnaeni dan Apid, op.cit., 37-38.

2% Wawancara dengan Bapak Tasbun yang dilakukan pada tanggal 5 Januari
2013 di rumah beliau di Jalan Pantai Sari 11, Pekalongan.

26 Wawancara dengan Ibu Maemunah yang dilakukan pada tanggal 6 Januari
2013 di rumah beliau di Kandang Panjang Gg.7B, Pekalongan.
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organisasi bentukan Jepang ini. Perubahan yang paling fundamental adalah
dibukanya kontak perdagangan antara Indonesia dengan Jepang. Mereka
kemudian membuat batik Jawa Hokokai.?” Jenis batik ini cocok dipakai pada
waktu itu karena cocok dipakai sebagai bahan kimono. Tujuan pembuatan
batik ini agar di Pekalongan tidak kehilangan banyak pekerja.

Setelah pertengahan tahun 1943 kedudukan militer Jepang di Pasifik
menjadi semakin lemah dan para penguasa pendudukan merasa terpaksa
untuk semakin bersikap menanggapi tekanan-tekanan kaum nasionalis
Indonesia sebagai imbalan bagi janji-janji kerja sama dalam usaha
peperangan.?® Golongan yang terutama mendapat perhatian dari pemerintah
pendudukan Jepang adalah golongan pemuda.

Salah satu sarana yang dipakai untuk mempengaruhi kaum muda
adalah sarana pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan
khusus. Pendidikan umum adalah sekolah rakyat (sekolah dasar) dan sekolah
menengah. Pendidikan khusus adalah pelatihan-pelatihan yang diadakan
oleh Jepang. Pelajaran yang ditekankan kepada mereka ialah seishin

(semangat) atau bushido (jiwa satria) yang tanpa dikehendaki Jepang,

2" Batik Jawa Hokokai ini hanya dibuat oleh pengusaha batik di Pekalongan
pada tahun 1942-1945. Dalam perkembangannya, meskipun batik ini masih dibuat
setelah masa pendudukan Jepang, namun namanya diubah menjadi batik Djawa
Baroe. Batik Jawa Hokokai ini bisa dikatakan sebagai karya batik terindah sepanjang
sejarah batik di Jawa. (Exky Ria Vivitasari, op.cit., him. 65).

28 Frederick, H. William, “Pendudukan Jepang”, Dalam Wild, Collin dan
Peter Carey (Ed), Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah. Jakarta: Gramedia,
1986, him. 86.
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penanaman semangat itu bahkan menjiwai pemuda Indonesia Kketika
melawan Jepang sendiri dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan.?
Pada zaman pendudukan, kaum cendekiawan memanfaatkan setiap
kesempatan untuk memperoleh kekuasaan dalam masyarakat mereka sendiri,
mencari peluang dalam tatanan Jepang. Sebagian besar pemimpin nasionalis
bekerja sama dengan Jepang, dengan maksud bahwa situasi tersebut dapat
dipergunakan untuk mempersiapkan tenaga nasional dalam merebut
kemerdekaan.® Di sisi lain terdapat generasi pemuda yang terkenal dalam
tahun 1945 sebagai suatu kekuatan sosial yang baru dan dinamis. Mereka
melawan Jepang secara diam-diam melalui gerakan bawah tanah.
2. Kondisi Pemerintahan
Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia berakhir dengan
penyerahan tanpa syarat Letnan Jenderal Ter Poorten, Panglima Angkatan
Perang Hindia Belanda kepada tentara Jepang di bawah pimpinan Letnan
Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942. Pada zaman Jepang
terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yaitu:
a. Pemerintah Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatera

dengan pusatnya di Bukittinggi.

2 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah
Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998).
op.cit., Jakarta: Balai Pustaka, 2010, him. 43.

% proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Sejarah
Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah, Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1978, HIm. 161.
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b. Pemerintah Militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) untuk Jawa-Madura
dengan pusatnya di Jakarta.*

c. Pemerintah Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk
daerah yang meliputi Sulawesi, Borneo, dan Maluku dengan pusatnya di
Makasar.*

Pada Agustus 1942 pemerintah militer Jepang mengeluarkan
Undang-Undang No. 27 tentang perubahan tata pemerintahan daerah seluruh
Pulau Jawa dan Madura, dibagi atas syu, syi, ken, gun, son, dan ku.**®
Sehingga mulai tanggal 8 Agustus 1942 ditetapkan syu sebagai pemerintah
daerah yang tertinggi.>* Meskipun luas daerah syu sama dengan karesidenan
dahulu, namun fungsi dan kekuasaannya berbeda. Residentie dahulu
merupakan daerah dari pembantu gubernur (resident). Sementara itu, syu

merupakan pemerintah daerah yang tertinggi dan berotonomi, di bawah

31 Skema Struktur Pemerintahan Militer Jepang dapat di lihat di lampiran 2,
him. 144.

32 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op.cit., him. 14.

%% Daerah syu sama dengan karesidenan dulu yang terbagi atas syi dan ken.
Daerah syi sama dengan daerah stadsgemeente dahulu (istilah sekarang kotapraja),
daerah ken sama dengan kabupaten, daerah gun sama dengan kawedanan atau district,
daerah son sama dengan kecamatan atau onderdistrict, sedangkan ku sama dengan
kelurahan atau desa.

% Di Pulau Jawa ada 17 syu, terdiri atas Banten, Batavia, Bogor, Priangan,
Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro,
Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Marwati Djoened Poesponegoro dan
Nugroho Notosusanto, op.cit., him. 19.
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seorang syucokan yang kedudukannya sama dengan seorang gubernur.*® Di
Karesidenan Pekalongan, yang kemudian namanya diganti menjadi
Pekalongan-syu, jabatan residen (syuchokan) dipegang oleh Tokonami
Tokogi dan asisten residen dipegang oleh orang Jepang bernama Toshio
Ota.*®

Di samping pembentukan daerah-daerah pemerintahan diatas,
pemerintahan Jepang juga membentuk Tonarigumi (RT). Satu RT terdiri dari
10-12 kepala keluarga. Pembentukan RT ini bertujuan untuk memudahkan
pengawasan dan pengaturan kewajiban rakyat mengikuti pola Jepang di
masa perang, yang mengatur distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi,
dan penyebaran informasi dan propaganda.’’ Selain itu agar penduduk
berusaha meningkatkan produksi hasil buminya dan menyerahkannya untuk
negeri.

Kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah militer Jepang adalah
melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tangal 20 Maret 1942,
dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan

semua bentuk perkumpulan. Jepang mengendalikan seluruh organisasi

%% Skema Struktur Pemerintahan Sipil Jepang dapat di lihat di Lampiran 3,

him. 145.

% Anton E. Lucas, op.cit., him. 40.

37 Anthony J. S. Reid, ”The Indonesian National Revolution”, a.b. Pericles G.

Katoppo. Revolusi Nasional Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, him.

24,
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nasional dengan dikeluarkannya UU No.2 tanggal 8 September 1942.
Keluarnya undang-undang ini menjadikan organisasi nasional yang pada saat
itu sedang giat-giatnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia harus
dilumpuhkan. Oleh karena itu, apa yang dipropagandakan oleh Jepang itu
sebenarnya hanya untuk mengelabuhi rakyat saja.

Orientasi Jepang yang sebenarnya lebih diarahkan pada upaya
eksploitasi sumber daya sumber daya alam, mobilisasi sumber daya manusia,
serta mengupayakan mobilisasi sumber daya kerja untuk kepentingan perang
Asia Timur Raya. Pada dasarnya kebijakan yang ada terhadap Indonesia
mempunyai dua perioritas, yaitu menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di
kalangan rakyat dan memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan
perang Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Adanya peraturan itu, membuat kaum pergerakan nasional dalam
perjuangannya melawan Jepang menempuh dua cara, yaitu:

a. Legal atau kooperatif berarti mau bekerja sama dengan pemerintah
Jepang dengan semboyan “Nippon-Indonesia adalah sama-sama.

b. llegal atau non-kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan
pemerintah Jepang, akhirnya mereka bergerak secara sembunyi-
sembunyi atau melakukan gerakan bawah tanah.

Jepang melancarkan strategi politisnya dengan membentuk gerakan
pemuda yang diberi nama Gerakan Tiga A (Jepang Pemimpin Asia, Jepang

Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia), pada bulan April 1943. Kemudian



51

membentuk badan lain untuk dapat menarik simpati rakyat. Upaya yang
dilakukan adalah menawarkan kerja sama dengan para pemimpin Indonesia
untuk membentuk Putera.®® Melihat peluang untuk melakukan perjuangan
secara nonkooperasi sulit dilakukan, akhirnya para pemimpin mencoba
memanfaatkan peluang kerja sama tersebut, dengan harapan Putera menjadi
wadah untuk melakukan konsolidasi kekuatan.

Sikap kooperatif memungkinkan mereka bekerja sama dengan Jepang
dan duduk dalam badan-badan yang dibentuk oleh Jepang. Tokoh-tokoh
pergerakan dapat memanfaatkan kebijaksanaan pemerintah Jepang untuk
kepentingan perjuangan nasional. Beberapa kebijaksanaan pemerintah
Jepang yang dimanfaatkan untuk melanjutkan perjuangan nasioanal selain
Putera, antara lain dapat dilihat pada pembentukan organisasi militer PETA.
Selain itu Jepang juga membentuk Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian
Jawa), yang merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam

profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan).

% pusat Tenaga Rakyat atau Putera adalah organisasi yang dibentuk
pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan sebagai dewan pimpinan
diserahkan kepada Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan
K.H Mas Mansur yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Jepang
berharap tokoh-tokoh ini mampu menggerakkan rakyat untuk mendukung Jepang
dalam menghadapi Sekutu. Lihat, Sudiyo, op.cit., him. 92.
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Walaupun banyak orang-orang Indonesia yang tertarik untuk menjadi
anggota PETA®® dan anggota Heiho, tetapi tidak berarti mereka benar-benar
ingin membantu Jepang. Dalam hati mereka sebagian besar hanya ingin
mendapatkan pendidikan kemiliteran, untuk bekal perjuangan fisik dalam
rangka mencapai Indonesia merdeka. Bentuk pendidikan semacam ini tidak
pernah diberikan pada masa penjajahan Belanda. Hal demikian kemudian
Menjadi “senjata makan tuan”.*

Langkah selanjutnya, Jepang membentuk Dinas Polisi Rahasia yang
disebut Kempetai bertugas mengawasi dan menghukum pelanggaran
terhadap pemerintah Jepang. Pembentukan Kempetai ini menyebabkan
tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia memilih sikap kooperatif untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kekejaman Kempetai

yang sangat terkenal.*!

Pemerintah militer Jepang juga melakukan perubahan
dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi
pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk departemen dan
pembentukan Dewan Penasihat (Chuo Sangi In).

Chuo Sangi In atau Badan Pertimbangan Pusat adalah suatu badan

yang tugasnya mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab

% Surat Kabar Djawa Baroe, Penjelasan dari Balatentara Jepang tentang
Pembentukan Tentara Pembela Tanah Air. Edisi 20. 2603. Him. 3.

0 Sudiyo, op.cit., him. 94.

*1 Hendri F. Isnaeni dan Apid, op.cit., him. 33.
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pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik dan menyarankan
tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer.* Badan
Pertimbangan di Karesidenan dan Kotapraja Istimewa dimuat dalam Osamu
Seirei No. 37/1943. Jepang mendirikan Dewan Penasihat Karesidenan (Syu
Sangi Kai) yang beranggotakan 12 orang, terdiri dari 3 orang pejabat
tertinggi pangreh praja, 3 orang kaum nasionalis, 5 orang dari kelompok
Islam, dan 1 orang dari golongan lain. Islam diberi kesempatan baru sebagai
penasihat pemerintah.

Di Kota Pekalongan, tokoh nasionalis Kromo Lawi, dengan
menggunakan front resmi Putera, yang diketuainya dan dalam kedudukannya
sebagai anggota Syu Sangi Kai karesidenan, menyelenggarakan kursus-
kursus politik dan mengadakan pertemuan-pertemuan di daerah pedesaan
guna mengecam Jepang.** Di bawah kekuasaan Jepang, pemerintah
mengajak kelompok nasionalis dan Islam bekerja sama dan memberikan
mereka peranan politik yang penting.** Mereka yang bekerja dengan Jepang
ini sebagian besar adalah orang-orang terpelajar yang sangat dihormati.

Mereka bekerja sama bukan karena diancam, tapi karena keyakinan yang

*2 Surat Kabar Djawa Baroe, Pengumuman dari Pemerintah Jepang agar
Rakyat Jawa Diberi Kesempatan untuk Mengambil Bagian dalam Pemerintahan.
Edisi 13. 2603. HIm. 3.

3 Anton E. Lucas, op.cit.,him. 70.

* Surat Kabar Djawa Baroe, Edisi 12. 2605. Islam dan Kemerdekaan
Indonesia. HIm. 8 dan 9.
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teguh bahwa kerja sama itu akan menguntungkan Islam dan pengembangan
orang-orang Muslim.
C. Keadaan Kota Pekalongan pada Awal kemerdekaan
1. Situasi Setelah Jepang Menyerah

Pada masa transisi atau peralihan kekuasaan penjajahan Belanda ke
penjajahan Jepang tahun 1942, bangsa Indonesia tidak berani mengambil
alih kekuasaan disebabkan tidak mempunyai modal organisasi perjuangan
secara fisik. Hal tersebut sangat berbeda dengan masa transisi pada saat
Jepang menyerah kalah terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada
saat tersebut, bangsa Indonesia berani mengambil sikap secara tegas
memanfaatkan momentum yang sangat tepat. Momentum tersebut digunakan
untuk memproses proklamasi kemerdekaan Indonesia, walaupun terjadi
perbedaan pendapat antara kaum tua dengan kaum muda.*®

Menjelang tahun 1944 dukungan semakin bertambah bagi setiap aksi

kecil melawan penguasa Jepang. Pada tahun 1943 gerakan bawah tanah

*> Golongan tua pada masa itu antara lain: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta,
Suttan Syahrir, Mr. Subardjo, Mr. Maramis, dr. Latuharhary, dan lain-lain, yang
semuanya menjadi anggota PPKI. Sedangkan yang termasuk golongan muda adalah:
Sukarni, Chairul Saleh, Adam Malik, B.M. Diah, Wikana, Darwis, Yusuf Kunto, dan
lain-lain, yang waktu itu disebut kelompok pemuda “progresif-revolusioner”. Sudiyo,
op.cit., him. 99.
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melanjutkan front persatuan melalui buku menara merah.*® Sabotase kecil-
kecilan kadang-kadang dilakukan, seperti di Jawatan Kereta Api, lapangan
terbang, penyulingan minyak, galangan kapal, dan sebagainya, tetapi
kegiatan utamanya adalah melindungi kader dalam penyebaran propaganda
anti-Jepang. Kader-kader tersebut dalam melancarkan aksinya menggunakan
kode-kode yang rumit untuk menyampaikan informasi, penyamaran kader
yang dikejar kempetai, sabotase, dan pencurian perlengkapan Jepang untuk
membiayai kegiatan partai. Di beberapa daerah, dana partai didapat orang-
orang tertentu yang memberi sumbangan dan diambil oleh kurir secara
teratur.*’

Mereka mengikuti pola penyamaran dan kode-kode rutin yang umum
dan sama seperti yang dilakukan oleh kelompok bawah tanah manapun juga.
Misalnya, menyamar sebagai penjaja barang. Hal ini penuh resiko karena
bila ketahuan dan ketangkap kempetai, pilihan tergampang adalah kematian.
Suatu kurir tidak boleh bertanya sesuatu apa pun yang dapat menimbulkan

kecurigaan, yang mungkin mendatangkan akibat yang buruk. Para kurir

% Menara Merah merupakan buku saku sebagai sarana ilegal yang beredar

terbatas di kalangan kader dan anggota-anggota gerakan bawah tanah. Waktu itu
Menara Merah berisi artikel-artikel yang berisi propaganda anti Jepang dan berita-
berita peperangan yang diselingi dengan resep-resep masakan dan petunjuk
pemakaian mesin jahit. Selain itu berisi informasi mengenai penindasan Jepang di
daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Anton E. Lucas., op.cit., him. 81.

47 Ibid., him. 76.
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harus melarikan diri dan secepatnya pula harus mendapatkan penyamaran
bagi kegiatannya lebih lanjut.*®

Melalui para kurir Menara Merah, berita-berita perkembangan
peperangan dan kekalahan Jepang diteruskan kepada kelompok-kelompok
dan para simpatisan di daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Sarekat buruh
kereta api berperan sebagai penghubung utama antara kota dan pedalaman.
Seperti yang diceritakan oleh Bapak Fadholi,*

Saya selalu menyampaikan berita perkembangan kekalahan

Jepang kepada kelompok-kelompok pejuang lain, saya seringnya ke

Semarang untuk membicarakan persiapan kemerdekaan. Mengenai

caranya Kkita diskusikan pada pemimpin setempat, kita cuma

memberikan garis-garis besar saja.

Pada saat pasukan Jepang mengalami kekalahan hampir di seluruh
medan perang akibat kurangnya persediaan senjata dan amunisi, garis
pertahanan Jepang di pasifik mulai terancam. Situasi dan kondisi seperti ini,
menyebabkan Jepang mengambil langkah melalui Jenedral Koiso untuk
mempertahankan pengaruh Jepang terhadap penduduk negeri-negeri yang

didudukinya, yaitu dengan cara mengeluarkan pernyataan berupa janji

kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.®® Janji ini mempunyai maksud

8 Ibid., him. 79.

9 Wawancara dengan Bapak Fadholi dilakukan pada tanggal 7 Januari 2013
di rumah beliau di Jalan Hayam Wuruk, Sampangan Gg.10, Pekalongan.

*0 Syrat Kabar Djawa Baroe, Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Edisi 9.
2605. HIm. 8.
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agar rakyat di daerah pendudukan mengadakan perlawanan terhadap
pasukan Sekutu.

Janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang itu ternyata mendapat
tanggapan pro dan kontra dari rakyat Indonesia. Golongan tua seperti Ir.
Soekarno, Drs. Moh. Hatta, sangat percaya terhadap janji Jepang, namun
golongan pemuda banyak yang tidak percaya terhadap janji itu dan mereka
lebih setuju bahwa kemerdekaan Indonesia atas usaha dari bangsa Indonesia
sendiri.

Para tokoh utama dari kelompok pemuda kemudian mendesak
Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Akhirnya perbedaan pendapat tersebut terjadi titik temu dan berhasil
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas usaha bangsa Indonesia
sendiri tanggal 17 Agustus 1945. Pelaksanaan proklamasi Indonesia
dilakukan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Keberanian mengambil sikap secara tegas dan tepat itu karena telah
diperhitungkan segala resiko apapun yang akan terjadi. Apabila terjadi
tindakan fisik dari tentara Jepang, sudah pasti akan dihadapi secara fisik
pula. Hal tersebut disebabkan karena bangsa Indonesia telah memiliki modal
perjuangan secara fisik, yaitu pendidikan kemiliteran yang diberikan oleh

Jepang sendiri, baik muda, tua, dan wanitanya telah banyak yang terdidik
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kemiliteran.>* Di samping itu, organisasi-organisasi perjuangan juga telah
berdiri dan siap untuk digerakkan. Sehingga jelas bahwa pada masa
pendudukan bala tentara Jepang, pendidikan yang diberikan dititikberatkan
kepada pendidikan militer. Inilah yang menjadi modal bangsa Indonesia
dalam perjuangan secara fisik.
2. Berita Proklamasi dan Sambutan Rakyat Pekalongan

Beberapa jam setelah proklamasi, para pemuda aktivis telah
menyiarkan proklamasi itu melalui pemancar-pemancar radio dan berita-
berita kawat. Esoknya para anggota Panitia Persiapan memilih Soekarno dan
Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang baru
lahir.>> Walaupun ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Jepang
terhadap semua alat pemberitaan baik melalui radio, kantor berita Domei,
maupun surat kabar, masih ada juga celah yang dapat ditembus oleh
pejuang-pejuang Indonesia yang bekerja di kantor-kantor tersebut.

Mereka mengetahui dari siaran-siaran luar negeri mengenai
kedudukan kedua belah pihak yang sedang terlibat di dalam Perang Pasifik.
Melalui siaran-siaran radio, berita proklamasi kemerdekaan dalam bahasa

Inggris dan Indonesia dapat berkembang ke seluruh wilayah. Sarana

>! Wawancara dengan Bapak Tasbun pada tanggal 5 Januari 2013 di rumah
beliau di Jalan Pantai Sari 11, Pekalongan.

°2 Anderson, Ben, “Saat yang Menentukan”, Dalam Wild, Collin dan Peter
Carey (Ed), Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah. Jakarta: Gramedia, 1986,
him.101.
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komunikasi, pers, dan radio pada masa pendudukan Jepang memainkan
peranan penting dalam menyebarluaskan serta meningkatkan semangat
nasional rakyat Indonesia, karena mereka dapat mendengar dan membaca
pidato-pidato dan tulisan-tulisan para tokoh pergerakan nasional Indonesia.>®

Berita proklamasi tidak dengan cepat tersiar di daerah Pekalongan
dan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah Jepang yang kalah
perang melawan Sekutu dengan sengaja merahasiakan bahwa Soekarno dan
Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1945 telah memproklamirkan kemerdekaan. Sehingga suasana di
Pekalongan pada saat itu masih tenang-tenang saja.”*

Di Karesidenan Pekalongan, terdapat tiga radio ilegal yaitu di Tegal,
Pemalang, dan Pekalongan sendiri. Beberapa anggota Barisan Pelopor® di
Karesidenan Pekalongan berhasil menemukan cara untuk menggeser segel
untuk sementara waktu, sehingga pesawat dapat menangkap siaran dari luar

Jawa. Berita proklamasi ini menimbulkan luapan kegembiraan rakyat,

>% Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, op.cit., him.
102.

>* Wawancara dengan Bapak Fadholi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari
2013 dirumah beliau di Jalan Hayam Wuruk, Sampangan Gg. 10, Pekalongan.

> Barisan Pelopor merupakan ormas pemuda pada masa akhir pendudukan
Jepang. Barisan Pelopor merupakan cabang dari Jawa Hokokai yang pada bulan
Agustus 1944 dibentuk pemuda langsung di bawah pengawasan kaum nasionalis.
Mula-mula direncanakan sebagai kesatuan propaganda, namun dengan cepat berubah
menjadi organisasi para-militer yang terlatih dalam perang gerilya. Anthony J. S.
Reid, ”The Indonesian National Revolution”, a.b. Pericles G. Katoppo. Revolusi
Nasional Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, him. 26.
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walaupun mereka sebenarnya sudah tahu bahwa menyerahnya Jepang
hanyalah soal waktu.

Radio menjadi alat yang penting sekali untuk mengendalikan unsur-
unsur yang terpecah-belah dari revolusi. Sejak bulan Agustus 1945 radio
memainkan peranan yang menentukan dalam memelihara persatuan rakyat.
Radio adalah suara yang dapat mempersatukan orang-perorangan atau
kelompok-kelompok yang mempunyai tujuan dasar yang sama, yang jika
tidak ada radio, mungkin akan bertindak sendiri-sendiri tanpa koordinasi.>®

Pada awal kemerdekaan, di Kota Pekalongan pengibaran bendera
Merah Putih ditentang keras. Kaum elite tradisional memerintahkan untuk
menurunkan kembali bendera Merah Putih yang sudah dinaikkan oleh kaum
perjuangan, karena belum mendapatkan perintah resmi dari Jepang. Suara
pangreh praja di luar ibukota karesidenan sendiri mengatakan penyerahan
Jepang tidak dipastikan baik oleh residen Jepang maupun radio resmi
Jakarta. Mereka juga takut akan reaksi Jepang apabila gerakan revolusioner
melanjutkan kampanyenya menurunkan bendera Jepang dan menggantinya

dengan Merah Putih.”’

*® Wild, Collin, “Pengaruh Radio dalam Perjuangan”, Dalam Wild, Collin dan
Peter Carey (Ed), Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah. Jakarta: Gramedia,
1986, him. 167.

>" Nurdiyanto, dkk, op.cit., him. 31.
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Akhirnya setelah mereka mendengar bahwa Jepang akan
menyerahkan kembali Indonesia pada Belanda, mereka mengubah sikap dan
pandangannya. Sikap semacam ini tidak terbatas pada kalangan pangreh
praja, melainkan juga merupakan sikap sebagian terbesar kaum tua-tua
Indonesia yang tidak ikut serta dalam gerakan revolusioner.>®

Pada saat proklanasi kemerdekaan diumumkan tanggal 17 Agustus
1945, masyarakat mulai menyebarkan pamflet ke seluruh Jakarta, seluruh
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka mengirimkan melalui
kurir, telepon, dan juga melalui radio. Selang dua hari setelah proklamasi,
datang seorang kurir dari Jakarta bernama B. Suprapto. la merupakan
karyawan  penerbangan, mengabarkan bahwa Indonesia telah
memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Suprapto
kemudian berpesan kepada Angkatan Muda (AMRI) di Pekalongan supaya
berita ini disebarluaskan ke seluruh pelosok daerah. Suprapto berpesan
hendaknya selalu waspada dan selalu siap dalam menghadapi kemungkinan
yang terjadi.*

Untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa

Indonesia menempuh dua cara, yaitu perjuangan diplomasi dan perjuangan

> Anton E. Lucas, op.cit., him. 93.
* Mochammad Aswan Tary, Peristiva Berdarah 3 Oktober 1945
Pertempuran 3 Hari 3 Malam di Kota Batik Pekalongan. Pekalongan: (Tanpa
Penerbit), 1984, him. 4.
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fisik (bersenjata). Kedua-duanya saling mengisi, semuanya mempunyai

alasan yang kuat dan mendasar. Bagi pihak yang memilih perjuangan

diplomasi, mengemukakan alasan sebagai berikut:

a.

Dalam pembukakan UUD 1945 pada alinea 4 terdapat kata-kata yang
berbunyi: “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan”.

Jepang walaupun sudah kalah perang dengan sekutu, namun masih
bersenjata lengkap. Oleh karena itu, berjuang dengan senjata akan
menimbulkan korban cukup besar.

Sebaliknya, alasan yang dikemukakan oleh para pejuang yang

memilih perjuangan fisik (bersenjata), juga tidak kalah bagusnya, antara lain:

a.

Bagi tenaga-tenaga pejuang yang pernah dipersiapkan dengan latihan
kemiliteran, tentu sangat senang mempertahankan kemerdekaan dengan
kekuatan senjata. Hal ini merupakan tanggung jawab mereka terhadap
negara dan bangsa, sehingga berani berjuang dengan semboyan merdeka
atau mati.

Rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah terikat dari
berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan yang selama penjajahan

selalu ditekan oleh pihak penjajah, maka telah menunjukkan tekad untuk
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bangkit melawan secara fisik (bersenjata) demi tegaknya Indonesia
merdeka.”

c. Walaupun Jepang masih bersenjata lengkap, alasan mereka adalah
sebagai tanggung jawab bangsa Indonesia yang telah berani
memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Awalnya masyarakat Pekalongan melakukan perundingan dengan

Jepang untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan dan persenjataan pada

yang dilakukan tanggal 3 Oktober 1945, namun karena Jepang tidak setuju

dengan hasil perundingan tersebut karena terikat oleh status-quo kepada
sekutu akhirnya terjadi pertempuran, sehingga rakyat Pekalongan terpaksa

melancarkan perjuangan bersenjata untuk melawan Jepang.

% Sudiyo, op.cit., him. 112.





